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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Fenomena Hubungan Internasional pasca berakhirnya perang dingin mengalami 

kemajuan yang pesat. Hal ini terlihat dari peran aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan 

internasional mengalami perkembangan. Pada awalnya aktor hubungan internasional hanya 

terpusat pada negara, namun saat ini aktor-aktor lain seperti NGO, INGO, Korporasi (MNC) 

serta individu juga telah berperan aktif dalam hubungan internasional. Seiring dengan 

berkembangnya hubungan internasional tersebut, maka peran pemerintah pusat suatu negara 

tidak lagi dominan. Pemerintah daerah atau kota pada era globalisasi mulai ikut mengambil 

peran dalam hubungan internasional.  

Kerjasama Internasional yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau kota salah 

satunya adalah kerjasama Sister City/Province. Kerjasama Sister City adalah rangkaian kegiatan 

yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah provinsi/kota di suatu negara dengan 

Pemerintah provinsi/kota atau yang setingkat di luar negeri untuk bersama-sama mencapai suatu 

tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsep Sister City pada 

awalnya digunakan untuk meningkatkan diplomasi antara masyarakat (people to people 

diplomacy) yang akhirnya berkembang pada tingkat kota hingga provinsi. Sister City sering juga 

disebut Twinning City atau dalam bahasa Indonesia disebut Kota Kembar merupakan bentuk 

kerjasama antar provinsi/kota yang bersifat luas dan disepakati secara resmi atau bersifat jangka 

panjang. Pengertian Sister City tersebut lebih sering digunakan oleh kelompok kota-kota di 

Amerika Serikat yang tergabung dalam Sister City International (S.C.I.) yang berpusat di 

Washington DC, Amerika Serikat. Oleh karena itu Sister City lebih banyak digunakan di 
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Amerika Serikat dan kota-kota aliansinya di berbagai benua. SCI  didirikan pada 1956 

sebagai bagian  dari  “The National League of Cities‟ yang kemudian memisahkan diri menjadi 

semacam NGO atau korporasi non-profit pada 1967.1 Sedangkan di Indonesia, istilah yang 

digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri 

Republik Indonesia adalah Sister City atau Sister Province. Konsep Sister City sering digunakan 

untuk menunjukkan kerjasama hubungan antara dua kota dalam pembangunan ekonomi. 

Kerjasama tersebut berfungsi untuk mengatasi berbagai masalah dengan meningkatkan 

hubungan bilateral maupun multilateral dengan memanfaatkan percepatan dalam bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi dan informasi2.  

 Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara berdaulat dan diakui oleh negara 

lain tentunya memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai negara di belahan dunia, baik 

hubungan bilateral maupun hubungan multilateral. Kerjasama yang terjalin tidak hanya terbatas 

pada wilayah regional Asia Tenggara saja, melainkan hingga ke benua Asia secara keseluruhan 

serta benua lain seperti Amerika dan juga Eropa. Adapun contoh hubungan diplomatik Indonesia 

dengan negara-negara Eropa yang terjalin sudah sejak lama, dan negara-negara tersebut seperti 

Jerman, Inggris, Spanyol, Uni Soviet (saat ini Rusia), dan lain sebagainya. Kerjasama tersebut 

meliputi kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, serta budaya, dan pembahasan skripsi kali 

ini, penulis akan membahas kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Rusia. 

Dalam kerjasama antara Indonesia dengan Rusia (dulunya Uni Soviet), proses kerjasama 

ini dimulai tepat pada tanggal 3 Februari 1950, dimana sebuah telegram dikirim ke Moskow oleh 

Mohammad Hatta yang saat itu merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga Menteri 

                                                           
1
 Sister Cities International. 2010. What Are Sister Cities?. Washington, DC. 

2
 Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri, “Sister City”, Senin, 31 Oktober 2016 15.00 WIB : http://bdg.ksln.co.id/ 

http://bdg.ksln.co.id/
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Luar Negeri Indonesia. Telegram tersebut merupakan sejarah penting bagi hubungan antara Uni 

Soviet pada masa itu dengan Indonesia. Sejak saat itu, Uni Soviet mengakui Indonesia sebagai 

negara yang merdeka, Uni Soviet juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan 

Indonesia3. Selanjutnya, pada tahun 1954 hubungan Indonesia dan Uni Soviet semakin 

ditegaskan dengan ditunjuknya Subandrio sebagai Dubes RI untuk Uni Soviet, serta di tahun 

yang sama juga Uni Soviet mengirimkan Duta Besar pertama untuk Indonesia yaitu D.A 

Zhukov.  

 Dinamika hubungan antara Indonesia dan Uni Soviet sempat mengalami pasang dan surut 

bahkan mengalami masa vakum atau kurang harmonis, hal ini diakibatkan dengan adanya 

persoalan G30s PKI dan juga isu mengenai komunisme yang sedang terjadi di Indonesia. Dalam 

masa tersebut selama 30 tahun, hubungan Indonesia dan Uni Soviet mengalami stagnansi. 

Namun, hubungan antara Indonesia dan Uni Soviet yang mengalami stagnansi tersebut tidak 

membuat Kedutaan Besar Indonesia ditutup, Kedutaan Besar Indonesia yang berada di 

Novokuznetskaya Ulitsa 12 tetap beroperasi. Fakta lain adalah selama vakumnya hubungan 

antara Indonesia dan Uni Soviet, tidak membuat Uni Soviet melupakan Indonesia, Uni Soviet 

tetap mendukung Indonesia dalam berbagai hal, ini ditunjukkan dengan posisi Uni Soviet yang 

selalu membela Indonesia dalam program maupun acara di arena Internasional.4  

Dalam sebuah buku karya Tomi Lebang yang bejudul “Sahabat Lama, Era Baru” yaitu 

buku yang diterbitkan oleh KBRI Moskow disebutkan bahwa hubungan Indonesia dan Uni 

Soviet berjalan dengan sangat baik pada era Soekarno, buku ini menyebutkan bahwa 

                                                           
3
 Liputan6.com, “Awal Mula Hubungan RI-Rusia Terjalin”, Sabtu, 30 April 2016 20.15 WIB : 

http://news.liputan6.com/read/2172322/awal-mula-hubungan-ri-rusia-terjalin 
 
4
 Detik News, “Laporan Dari Moskow : Rusia Penting untuk Indonesia, Indonesia Penting untuk Rusia” Sabtu, 30 

April 2016 20.30 WIB : http://news.detik.com/berita/1958165/rusia-penting-untuk-indonesia-indonesia-penting-
untuk-rusia/2 

http://news.liputan6.com/read/2172322/awal-mula-hubungan-ri-rusia-terjalin
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pembangunan Monumen Nasional (monas) serta pembangunan Gelora Bung Karno merupakan 

proyek pembangunan yang mendapatkan bantuan dari Uni Soviet. Hubungan antara Indonesia 

dan Uni Soviet mengalami perubahan ke arah yang lebih baik pada akhir 1990-an, pada masa itu 

Uni Soviet mengalami keruntuhan dan menjadi Rusia dan disaat yang bersamaan Indonesia juga 

sedang mengalami era reformasi. Pemerintah Indonesia mengakui federasi Rusia sebagai penerus 

Uni Soviet pada tanggal 28 Desember 1991, hanya berlangsung tiga hari sejak Uni Soviet 

dikatakan bubar. Membaiknya hubungan antara Rusia dan Indonesia ini juga ditandai dengan 

komunikasi antara para diplomat kedua negara ini yang kembali terjalin secara aktif.  

Hubungan antara Indonesia dan Rusia dibangun kembali melalui 4 buah deklarasi yang 

disepakati oleh Presiden RI pada masa itu yaitu Megawati Soekarno Putri dan Presiden Rusia 

Vladimir Putin di Moskow pada tanggal 21 April 2003. Deklarasi tersebut diikuti dengan 10 

perjanjian dalam berbagai bidang yang ditindaklanjuti sekaligus ditandatangani oleh Presiden ke-

6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhyono pada saat melakukan kunjungan ke Rusia, 

tanggal 28 November hingga 1 Desember 2006, serta 8 perjanjian ditandatangani dalam 

kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Indonesia pada tanggal 6 September 2007.5  

Dalam perkembangannya, kerjasama yang dijalin oleh kedua belah pihak berfokus pada 

beberapa bidang, diantaranya bidang kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan lain sebagainya. 

Pada bidang kebudayaan dan pariwisata, Indonesia dan Rusia memiliki berbagai kerjasama yang 

dibuat menjadi sebuah kesepakatan, dimana hal ini ditunjukkan dengan adanya kesepakatan 

seperti, Memorandum Saling Pengertian Antara Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 

Republik Indonesia dan Badan Federal Bidang Pariwisata Federasi Rusia Mengenai Kerjasama 

                                                           
5
 Tomi Lebang, “Sahabat lama, Era baru: 60 Tahun Pasang Surut Hubungan Indonesia-Rusia” Grasindo, 2010. hal. 

74 
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Bidang Pariwisata (Memorandum of Understanding Betwen the Ministry of Culture and Tourism 

of the Republic of Indonesia and the Federal Agency for Tourism of the Russian Federation on 

Cooperation in the Field of Tourism), yang disepakati di Moskow pada tanggal 1 Desember 

2006. Selanjutnya adanya Program Kerjasama Kebudayaan antara Departemen Kebudayaan dan 

Pariwisata Republik Indonesia dan Lembaga Kebudayaan dan Sinematografi (Federasi Rusia) 

Tahun 2008-2010 (Program on Cultural Cooperation between the Ministry of Culture and 

Tourism of the Republic of Indonesia and the Federal Agency for Culture and Cinematography 

(Russian Federation) for the Years 2008-2010).6 Selanjutnya dalam bidang pendidikan, 

Indonesia dan Rusia mengutamakan kerjasama dalam hal pertukaran pelajar atau pertukaran 

mahasiswa. Pertukaran pelajar tersebut melibatkan berbagai universitas yang ada di negara 

masing-masing. Selain itu, pemerintah Rusia juga memberikan program beasiswa kepada pelajar 

Indonesia untuk menempuh pendidikan di Rusia. 

Kerjasama antara Indonesia dan Rusia yang meliputi berbagai aspek akhirnya mendorong 

adanya kerjasama yang lebih spesifik antara kedua negara, yaitu kerjasama yang melibatkan 

provinsi/kota yang ada di Indonesia dan Rusia. Kerjasama Internasional yang melibatkan 

provinsi/kota pada masing-masing negara ini biasanya disebut sebagai sebuah program 

kerjasama sister province/city. Provinsi atau kota di Indonesia yang ingin melakukan kerjasama 

sister province/city semakin diberikan peluang oleh pemerintah Indonesia setelah dikeluarkannya 

UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diamandemen menjadi 

UU No.23 Tahun 20147. Adanya UU tersebut menjadi kesempatan yang baik bagi provinsi atau 

kota di Indonesia untuk mengembangkan potensi dan sumber daya daerah masing-masing dalam 

                                                           
6
 Basis Data Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Senin 5 Juni 2016, 17.20 WIB : 

http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index 
7
 Undang-Undang Republik Indonesia 
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suatu kerjasama internasional8. Salah satu contoh kerjasama sister province/city melibatkan 

daerah/kota yang ada di Indonesia yaitu Yogyakarta dengan Saint Petersburg yang ada di Rusia. 

Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang diadakan di Rusia antara Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono dengan perdana menteri Rusia, seperti yang dikemukakan oleh 

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Alexander Ivanof.9 

Gambar I.1 

Peta Asia  

*Keterangan gambar : Lingkaran merah menandakan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Indonesia) 

dan  Provinsi Saint Petersburg (Rusia). 

                                                           
8
 Skripsi M. Luthfan Herdyanto. Kerjasama Internasional antar Pemerintah Kota Studi Kasus: Kerjasama Sister City 

Surabaya-Kochi, Prefektur Kochi 1997 – 2012.  
 
9
 TEMPO.CO Nasional, “Yogyakarta-Saint Petersburg Bangun Kerjasama Sister City”, Selasa 7 Juni 2016 18.30 WIB : 

http://nasional.tempo.co/read/news/2007/11/12/058111471/yogya-saint-pittersburg-bangun-kerjasama-sister-
city 
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Jika dilihat dari peta di atas, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa secara geografis 

Yogyakarta yang terletak di Indonesia dan Saint Petersburg yang terletak di Rusia berada relatif 

jauh. Dengan kondisi geografis tersebut maka Yogyakarta dan Saint Petersburg memiliki 

hambatan-hambatan dalam menjalin kerjasama sister province. Salah satu contoh hambatan yang 

kemungkinan besar akan muncul adalah mobilisasi barang dan jasa akan sulit dilakukan selain 

itu biaya yang akan dikeluarkan untuk mobilisasi tersebut juga akan lebih besar. Tentunya hal ini 

akan berbeda jika Yogyakarta menjalin kerjasama sister province/city dengan provinsi/kota di 

negara-negara tetangga seperti negara-negara Asia Tenggara.  

Gambar I.2 

Peta Indonesia 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terletak di 

Indonesia. Provinsi ini terletak di salah satu pulau yaitu pulau Jawa. Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta diberikan gelar sebagai daerah istimewa dikarenakan sistem pemerintahan provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda dengan sistem pemerintahan provinsi-provinsi lain di 

Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta masih memiliki kerajaan atau kesultanan, sehingga 
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pemimpin Daerah Istimewa Yogyakarta bukanlah gubernur yang dipilih melalui pemilu 

melainkan diberikan secara khusus dan turun menurun kepada Sultan Yogyakarta.  

Gambar I.3 

Peta Rusia 

Provinsi Saint petersburg merupakan sebuah provinsi yang berbatasan dengan ibukota 

Rusia yaitu Moskow. Saint Petersburg juga disebut sebagai kota pelabuhan, hal ini dikarenakan 

terdapat pelabuhan yang penting bagi Rusia di kota Saint Petersburg. Pelabuhan tersebut menjadi 

pusat mobilisasi perdagangan di Rusia. Jika dibandingkan dengan Yogyakarta, Saint Petersburg 

bukanlah sebuah daerah dengan sistem kerajaan. Walaupun sebenarnya, pada masa lampau Saint 

Petersburg pernah menjadi daerah dengan sistem imperial.  

Seperti yang diketahui bahwa Yogyakarta merupakan sebuah provinsi dengan pendapatan 

ekonomi yang berasal dari sektor pariwisata, kehutanan, serta pertanian. Yogyakarta juga 

merupakan penghasil berbagai kerajinan tangan termasuk batik yang menjadi ciri khas Indonesia. 

Sementara itu, pendapatan daerah Saint Petersburg diperoleh dari perdagangan minyak dan gas, 
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perdagangan perangkat elektronik, serta perangkat senjata militer seperti tank dan lain 

sebagainya.  

Namun, pada kenyataannya kerjasama sister province antara Yogyakarta dan Saint 

Petersburg tetap disepakati. Setelah menimbang dan mengkaji rencana kerjasama antara kedua 

belah pihak. Keseriusan kedua belah pihak dalam menjalin kerjasama dibuktikan dengan 

pertemuan antar pemimpin Yogyakarta dan Saint Petersburg. Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Sri Sultan Hemengku Buwono X akhirnya bertemu dengan Gubernur St Petersburg 

Valentina Ivanovna Matviyenko di kantor Gubernur St Petersbourg dalam rangka menjajaki 

kerja sama sister city antara kedua provinsi itu.  Pada tanggal 31 Mei 2010, acara penandatangan 

pernyataan kesepakatan mengenai sister city tersebut dilakukan olej Sri Sultan H.B. X selaku 

pemimpin daerah/kota Yogyakarta dengan V.I. Matviyenko selaku pemimpin daerah/kota Saint 

Petersburg yang disaksikan duta besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia Hamid 

Awaluddin, Wali Kota Yogyakarta H. Herry Zudianto, pengusaha dari Yogyakarta Eddy 

Susanto, dan Konsulat Kehormatan Republik Indonesia di St Petersburg Valery Radchenko.10  

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka muncul pertanyaan atau rumusan 

masalah, yaitu :  

“Mengapa pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan untuk menjalin 

kerjasama sister province dengan pemerintah Saint Petersburg?” 

C. Tujuan Penulisan 

                                                           
10

 Kedutaan Besar Federasi Rusia Untuk Indonesia “Saint Petersburg dan Indonesia Meningkatkan Kerjasama”, 
Selasa 7 Juni 2016 19.12 WIB:  http://indonesia.mid.ru/web/indonesia_ind/arsip-berita-2010-/-
/asset_publisher/AfQF5k5wUe3A/content/saint-petersburg-dan-yogyakarta-meningkatkan-kerjasama 
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Tujuan dan sasaran dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Membahas secara ilmiah tentang Kerjasama Internasional dalam bentuk Sister 

province antara Yogyakarta dengan Saint Petersburg. 

2. Menjawab rumusan masalah serta membuktikan hipotesa yang dikemukakan. 

3. Menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan agar dapat 

menjelaskan permasalahan yang diteliti. 

4. Memenuhi kewajiban akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) di 

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka konseptual dan teoritis yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis 

permasalahan dalam skripsi ini yaitu : teori pilihan rasional, konsep Kerjasama Internasional, 

konsep paradiplomacy dan konsep sister city.  

1. Teori Pilihan Rasional  

Teori Pilihan Rasional merupakan sebuah teori dalam ilmu sosiologi yang dipopulerkan 

oleh James S. Coleman melalui jurnal nya yang berjudul Rationality and Society pada tahun 

1989, selanjutnya James S. Coleman menerbitkan sebuah buku yaitu Foundations of Social 

Theory pada tahun 1990 yang juga berdasarkan perspektif pilihan rasional.11 Teori pilihan 

rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan 

berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau prefensi.12 Teori pilihan 

rasional merupakan sebuah teori yang memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang 

sebagai manusia yang memiliki tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai 

                                                           
11

 Ritzer, Goodman “Sociological Theory:sixth edition” halaman. 427 
12

 Ibid. Halaman. 429 
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tujuan itu. Aktor pun dipandang memiliki pilihan atau nilai serta keperluan dan tindakan 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sesuai dengan tingkatan pilihannya atau 

tingkatan prioritas.  

Dalam Teori Pilihan Rasional menurut James S. Coleman terdapat dua elemen penting, 

yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya merupakan sesuatu yang dapat dikontrol oleh aktor 

serta sesuatu yang menjadi perhatian aktor. Berdasarkan kedua elemen tersebut, Coleman 

menjelaskan bagaimana interaksi antara aktor dan sumber daya menuju ke tingkat level sistem 

sosial :  

“Basis minimal untuk sistem sosial dari tindakan adalah dua aktor, masing-masing 

mengontrol atau mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak atau aktor 

lain. Perhatian satu pihak kepada sumber daya yang ada dibawah kendali pihak lain 

membuat kedua belah pihak terlibat dalam tindakan saling membutuhkan ..... selaku 

aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan 

perwujudan kepentingan yang memberikan ciri saling ketergantungan atau ciri sistemik 

terhadap tindakan mereka.”13 

Berdasarkan penjelasan Coleman tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu 

tindakan sosial terdapat dua elemen yaitu aktor dan sumber daya, yang dimaksud dengan aktor 

adalah pihak yang memiliki peran untuk melakukan suatu tindakan, dimana tindakan yang 

dilakukan tersebut selalu memiliki tujuan. Sedangkan sumber daya merupakan sesuatu yang 

dianggap menarik oleh suatu pihak dan merupakan sesuatu yang dapat dikontrol atau 

dikendalikan oleh aktor. Menurut Coloeman dalam sebuah sistem sosial biasanya terdapat dua 

aktor minimal yang mengendalikan sumber daya. Keberadaan sumber daya tersebut menjadi 

pengikat yang mengakibatkan sifat saling membutuhkan antara kedua aktor atau kedua belah 

pihak (dapat lebih dari dua) yang terlibat.  

                                                           
13

 Ibid. Halaman. 430 
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Berdasarkan penjelasan diatas maka teori pilihan rasional digunakan untuk menjelaskan 

bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Saint Petersburg merupakan aktor. 

Sementara itu kebudayaan, pariwisata, perdagangan, teknologi, ilmu pengetahuan dan lain 

sebagainya merupakan sumber daya yang mendapatkan perhatian dari aktor yaitu dalam hal ini 

adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Saint Petersburg. Sumber daya ini juga 

yang membuat kedua aktor memiliki keterikatan satu sama lain. Selain itu, teori pilihan rasional 

juga menjelaskan kepentingan, tujuan serta upaya masing-masing aktor dalam menjalin 

kerjasama sister province yang dalam hal ini adalah kerjasama sister province antara Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan Saint Petersburg. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

melakukan kerjasama sister province dengan Saint Petersburg sebagai upaya untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu seperti pengembangan ekonomi dan perdagangan, perkembangan 

teknologi dan ilmu pengetahuan serta perkembangan dari sisi pariwisata dan kebudayaan. 

Pemerintah Daerah Istimewa menilai bahwa Saint Petersburg memiliki sumber daya yang dapat 

menguntungkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta ingin menjalin kerjasama sister province ini dengan Saint Petersburg 

2. Konsep Kerjasama Internasional 

Pada dasarnya setiap aktor yang terlibat dalam hubungan internasional selalu 

membutuhkan satu sama lain. Misalnya saja sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri untuk 

memenuhi segala kebutuhan masyarakat dan elemen-elemen lain yang ada di negara tersebut. 

Rasa saling ketergantungan satu sama lain inilah yang membuat negara-negara melakukan 

Kerjasama Internasional. Suatu Kerjasama Internasional tidak hanya dapat dilakukan antar 

negara. Melainkan dapat dijalin oleh sebuah negara dengan organisasi internasional ataupun 

aktor-aktor lainnya.  
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Dalam sebuah Kerjasama Internasional terdapat berbagai bidang yang biasanya menjadi 

perhatian antara lain adalah kerjasama ekonomi, kerjasama politik, kerjasama sosial-budaya, 

kerjasama dalam bidang pendidikan, serta kerjasama dalam bidang keamanan. Kerjasama 

Internasional ini dilakukan tentunya untuk mendapat keuntungan yang dapat memberikan 

kesejahteraan bagi kedua belah pihak yang menjalin kerjasama. Adanya kerjasama antar negara 

dapat mempercepat proses kesejahteraan serta mempermudah kedua belah pihak dalam 

menyelesaikan permasalahan.  

Menurut K.J Holsti kerjasama internasional adalah : 

“Proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah 

nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. 

Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan 

masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk   membenarkan   suatu   usul   atau   yang   

lainnya   dan   mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang 

memuaskan semua pihak.”14  

Menurut K.J Holsti kerjasama internasional memiliki definisi sebagai berikut :  

a) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan 

dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi olehsemua pihak 

sekaligus. 

b) Pandangan  atau  harapan  dari  suatunegara  bahwa  kebijakan yang diputuskan 

oleh Negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan 

nilai-nilainya. 

c) Persetujuan  atau  masalah-masalah tertentu  antara  dua  negara atau lebih dalam 

rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. 
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d) Aturan  resmi  atau  tidak  resmi  mengenai  transaksi  di  masa depan yang 

dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. 

e) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka15. 

Dalam hal ini, konsep Kerjasama Internasional digunakan untuk menjelaskan 

kepentingan Yogyakarta dalam menjalin kerjasama sister province dengan Saint Petersburg. 

Konsep Kerjasama Internasional juga dapat menjelaskan upaya Yogyakarta untuk menfaatkan 

program yang diterapkan oleh Saint Petersburg dalam proses pembangunan daerah yang 

dijalankan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan memanfaatkan serta 

menerapkan program yang diterapkan oleh pemerintah Saint Petersburg dalam pengembangan 

potensi daerah dengan tujuan pembangunan, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

setidaknya dapat mencapai hasil yang mungkin selama ini masih belum terealisasi secara 

maksimal dan diharapkan, baik di dalam program pembangunan yang sudah dijalankan maupun 

yang belum. 

Yogyakarta sebagai sebuah daerah dengan potensi pariwisata dapat mempelajari 

bagaimana Saint Petersburg mengatur industri pariwisatanya yang juga menjadi fokus utama dari 

daerah ini. Sebagai daerah dengan unsur kebudayaan yang kuat, Yogyakarta dan Saint 

Petersburg dapat saling bertukar kelebihan masing-masing daerah dalam bidang kebudayaan. 

Yogyakarta dan Saint Petersburg juga dapat saling mengenalkan kebudayaan masing-masing. 

Selain itu, kemajuan Saint Petersburg dalam bidang teknologi dapat menjadi keuntungan bagi 

Yogyakarta yang masih dalam proses pengembangan di bidang teknologi. Setelah melihat 

beberapa perbedaan dalam proses pengelolaan program pembangunan daerah, maka melalui 

kerjasama internasional ini, baik Yogykarta maupun Saint Petersburg dapat saling berkolaborasi 

dan melengkapi untuk mengembangkan daerah masing-masing, terutama Yogyakarta yang 
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dalam hal ini dapat mempelajari apa yang menjadi keunggulan dari program pembangunan 

daerah oleh Saint Petersburg.  

 

 

3. Konsep Sister City 

Menurut Sidik Jatmika dalam buku nya yang berjudul Otonomi Daerah Perspektif 

Hubungan Internasional memberikan pengertian tentang hubungan kerjasama sister city, yaitu : 

“Hubungan kerjasama kota bersaudara yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, 

kota dan kota administratif dengan Pemerintah Kota setingkat di luar negeri. Hubungan 

kerjasama dimaksud harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik 

mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan,tujuan yang ingin dicapai,kontribusi biaya  

masing-masing pihak,dan lama  nya  waktu  yang di perlukan bagi program    kegiatan yang di 

kerjasamakan.”16  

Jika dilihat berdasarkan konsep sister city maka pemerintah daerah diperbolehkan untuk 

melakukan hubungan kerjasama luar negeri dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan, 

kemakmuran serta menunjang program pembangunan di daerah tersebut. Kerjasama sister city 

juga dapat dilakukan selama tidak merugikan keamanan maupun stabilitas politik dari negara 

salah satu maupun kedua belah pihak yang bersangkutan.  

Faktor-faktor yang menjadi persyaratan sister province/city berdasarkan pasal 5 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :  

1) Kesetaraan status administrasi 

2) Kesamaan karakteristik 
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3) Kesamaan Permasalahan 

4) Upaya Saling Melengkapi 

5) Peningkatan hubungan antar masyarakat.17 

Dilihat dari alasan yang mempengaruhi disepakatinya kerjasama sister city maka penulis 

mencoba untuk menguraikan beberapa kesamaan antara Yogyakarta dan juga Saint Petersburg. 

Dimana jika dilihat, Yogyakarta merupakan salah satu daerah kerajaan dan juga salah satu kota 

di Indonesia yang pernah dijadikan sebagai ibukota negara Republik Indonesia dan masih 

mempunyai keragaman budaya, multi etnik serta masih menjadi salah satu tempat yang 

mempunyai daya tarik bagi para wisatawan. Beberapa tempat budaya juga masih cukup banyak, 

salah satunya adalah Keraton Yogyakarta, dimana Keraton dianggap sebagai simbol budaya yang 

masih erat hubungannya dengan budaya kerajaan dan juga menjadi simbol dari ragam 

kebudayaan yang terdapat di Yogyakarta. Oleh sebab itu kelestarian budaya serta nilai-nilai 

tradisional sampai saat ini bisa dinikmati serta dilaksanakan sebagai salah satu keistimewaannya. 

Selain itu, Yogyakarta juga menjadi tempat tujuannya para pelajar untuk menuntut ilmu, bahkan 

Yogyakarta sendiri disebut sebagai kota pelajar sebab terdapat fasilitas sekolah dan universitas 

yang berkualitas, terjamin mutunya dan sudah terakreditasi secara baik di dunia pendidikan 

Indonesia.  

Sementara itu, menurut Ivanof (Duta Besar Rusia untuk Indonesia), Saint Petersburg 

merupakan salah satu kota di Rusia yang telah menjadi pusat budaya dan seni yang penting tidak 

hanya di Rusia namun juga di Eropa. Saint Petersburg sendiri juga pernah menjadi ibukota 

negara Rusia. Fakta kebudayaan yang kuat diakui sangatlah lekat dengan kota ini, dimana para 

seniman, sastrawan, komponis, maupun penari-penari balet banyak yang lahir dan berkembang 
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di kota itu. Kehidupan yang harmonis tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang multi 

etnis dan multi agama juga menjadikan Saint Petersburg memiliki karakter tersendiri sebagai 

salah satu ikon Rusia, sehingga dengan keunikan tersebut menjadikan kota Saint Petersburg 

menjadi salah satu destinasi para wisatawan yang datang ke Eropa. 

Dari pemaparan diatas dapat terlihat kesamaan antara Yogyakarta dan Saint Petersburg 

hal ini sesuai dengan alasan mengapa Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan untuk menjalin 

kerjasama sister province dengan Saint Petersburg. 

E. Hipotesa 

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran yang penulis susun untuk menjawab 

rumusan masalah, maka diperoleh jawaban sementara yang akan menjawab pertanyaan mengapa 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan untuk menjalin kerjasama sister province 

dengan Saint Petersburg. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :  

Karena adanya kepentingan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerjasama sister 

province dengan Saint Petersburg yaitu meliputi beberapa bidang antara lain bidang Pariwisata 

dan Kebudayaan, bidang Ekonomi dan Industri serta bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

F. Jangkauan Penelitian 

Agar pembahasan tidak melebar dan menyimpang dari tema dan tujuan yang diinginkan, 

maka penulis menetapkan jangkauan penelitian kepada kerjasama yang dilakukan oleh 

Yogyakarta dengan Saint Petersburg. Penulis akan mengarahkan penelitian terhadap mengapa 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan untuk menjalin  kerjasama sister province 

dengan Saint Petersburg.  

Selanjutnya, penulis menetapkan jangkauan penelitian untuk data-data yang diperlukan 

akan diambil dari tahun 2007 hingga saat ini. Namun tidak menutup kemungkinan data yang 
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digunakan adalah data di luar rentan waktu tersebut selama data yang digunakan masih relevan 

dengan isu yang dibahas. 

G. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah : 

1. Data yang bersifat Primer, yaitu melalui wawancara langsung dengan dinas  terkait di 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini adalah Badan Kerjasama dan Penanaman 

Modal Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Wawancara dilakukan pada  

Tanggal  : 22 Desember 2016 

Tempat  : Kantor BKPM Daerah Istimewa Yogyakarta 

Narasumber : Huda Albana (Staff Sub Bidang Kerjasama Luar Negeri Badan 

Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta) 

2. Data yang bersifat Sekunder, yaitu melalui studi pustaka, jurnal, berbagai situs 

internet dan berita, koran, laporan, dan data dari berbagai instansi/dinas terkait dalam 

hal ini adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta DPRD Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Undang-Undang  No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. 

Dengan menggunakan data seperti yang telah dijelaskan maka akan mempermudah 

penulis dalam menyelesaikan  karya tulis dan penelitiannya. 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I  

Bab ini menguraikan tentang  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah, kerangka 

teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
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sistematika penulisan. 

BAB II 

Bab ini menguraikan tentang  objek  penelitian  yaitu  kondisi/profil Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta mulai dari sejarah, kondisi geografis, kondisi demografis, pemerintahan, 

kebudayaan, dan simbol-simbol. Setelah itu akan dipaparkan mengenai kerjasama sister province 

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.  

BAB III 

Bab ini membahas mengenai kerjasama yang dijalin oleh Yogyakarta dan Saint 

Petersburg. Pada sub bab pertama akan dijelaskan mengenai landasan kebijakan pemerintah yaitu 

diantaranya adalah kebijakan luar negeri Republik Indonesia serta kebijakan menteri. Kemudian 

pada sub bab yang kedua akan dijelaskan mengenai hubungan kerjasama antara pemerintah 

Republik Indonesia dan pemerintah Rusia serta bagaimana proses terbentuknya kerjasama sister 

city. 

BAB IV  

Bab ini akan membahas mengenai mengapa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

memutuskan untuk menjalin kerjasama sister province dengan Saint Petersburg. Selanjutnya 

akan membahas mengenai kepentingan Yogyakarta hingga akhirnya memutuskan untuk 

melakukan kerjasama sister city. 

BAB V 

Kesimpulan 

 


